
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 75 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN 0 GANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PERALATAN DAN PERBENGKELAN 
PADA DINAS PEKERJ AAN UMUM, TATA RUANG, 

PE U AHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP 

Menim ba g 

Menginga 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 4 ayat (3) 
P raturan u pati Ta sikrnalaya omor 3 9 Tahun 2 02 1 ten tang 
Kedu kan, Su nan Organ isasi, Tuga s dan Fun gsi Perangkat 
Dae ah, er men etapkan Peraturan Bu pati ten tang 

emben kan, Susunan 0 gan· sasi, Tuga s dan Fungsi serta Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Um u m Wilayah 
pad a Din a Pekerjaan Umum , Tata Ruang, Perumah an Rakyat 
dan Kawa an P m kim an, dan Lingkun gan Hi p ; 

1. Undan g-U dang omor 14 Tahun 1950 tentang 
P m e tu kan Daerah-Daerah Ka bu paten alam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Be rita Nega ra Repu blik Indonesia 
Tahun 195 0 ), ebagaimana telah diubah den gan Un dang­
Undang Nomor 4 Tah n 196 8 ten tang Pembentukan 
Kabu aten Purwakarta dan Kabupa ten Subang dengan 
Mengub Undang-Undang Nomo 14 Tahun 1950 tentang 
Pe bentukan aerah-Daera h Kabu paten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indones·a Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 



Menetapkan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 20 16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik In don esia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 1 Tahun 
2016 tentang Ta ta Cara Pembentukan Produ k Hu kum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pem erintahan Kabupaten Ta sikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ta sik m alaya Tahu n 2016 
Nomor 3) ; 

6. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 201 6 ten tan g Pem bentuka n dan Susu nan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahu n 20 16 Nom or 7) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Pera turan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahu n 202 1 ten tang Perubahan Kedua 
atas Peratu ran Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 20 16 ten tang Pembentuk n dan Su sunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Da erah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
20 2 1 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahu n 2021 tentang 
Kedu dukan, Susu nan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangka t Daerah (Berita Daerah Kabupa ten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 39); 

8 . Peratura n Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang 
Tugas dan Fungsi Dina s Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan 
Lingkungan Hidu p (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 53); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN 
PERBENGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA 
RUANG, PERU MAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, 
DAN LINGKUNGAN HIDUP 



3 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. 

4. Kepala Dina s a dalah Kepala Dinas PekeIjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Tasikmalaya. 

5. Un it Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan yang selanjutnya 

d isebut UPTD Peralatan dan Perben gkelan adalah Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perala tan dan Perbengkela n pada Dinas PekeIjaan Umum, Tata 

Ruan g, Peru mahan Rakyat dan Kawasan Perm ukiman, dan Lingkun gan Hidup 

Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas 
PekeIjaan Um u m, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ta sikmalaya. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri s ipil yang 

melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang d idasarkan 

pada keahlian danl atau keterampilan tertentu yang bersifat m andiri. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peratu ran Bupati ini d ibentuk UPTD Peralatan dan Perben gkelan Kelas A 

pada Dina s PekeIjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakya t dan Kawasan 

Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kab upaten Tasikmalaya. 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal3 

(1) UPTD Peralatan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
adalah unsur pelaksana teknis sebagian tugas operasional Dinas dilapangan. 

(2) UPTD Peralatan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. 
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Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal4 

UPTD Peralatan dan Perbengkelan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan 
peralatan dan perbengkelan. 

Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal5 

Dalam m elaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 4 , UPTD 
Perala ta n dan Perbengkelan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan sebagian tugas Dina s d i bidang peralatan dan perbengkelan; 

b. Pelayanan kepada masyarakat dalam operasional peralatan dan perben gkelan; 
c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan ; dan 
d . Pela ksa n aan fungsi lain yang diberika n oleh Kepala Dinas. 

BABIV 

SUSUNAN ORGANISASIDAN KEPEGA W AlAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pa sa16 

(1) Susu n an orga n isasi UPTD P ralatan dan Perbengkelan terd iri atas: 
a . Kepa la UPTD; 

b. Su bbagia n Tata Usa h a ; dan 

c. Kel m pok J abatan Fun gsion al. 
(2) Bagan struktu r organ isas i UPTD Peralatan dan Perben gkela n sebagaimana 

dimaksu d pada aya t (1) tercantum dalam Lam piran. 

Bagian Kedu a 

Kepegawaian 

Paragraf 1 
Pengangka tan da n Pemberhentian 

Pa sal 7 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diangkat 

dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. 
(2) Pejabat pelaksana dan/ataupejabat fungsional di lingkungan UPTD Peralatan 

dan Perbengkelan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf2 

Eselon 

Pasal8 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 
amerupakan jabatan struktural eselon IV.a. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b. 

BABV 
RINCIAN TUGAS UNIT 

Bagia n Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasal 9 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
mem punyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan 
sel ruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Peralatan dan Perbengkelan dalam 

pengelolaan, pemeliharaan, dan p elayanan penyewaan peralatan dan 

perbengkelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaim ana d imaksud 

pada ayat (1 ), mempunyai rincian tu gas meliputi: 
a. Melaksanakan koord inasi dan pengawasan kegiatan UPTD Perala tan dan 

Perbengkelan; 

b. Melaksanakan pengendalian dan pengaturan penggun aan peralatan dan 

perbengkelan; 

c . Melaksa n akan pem a n tauan operasiona l kegiatan pera la tan dan 
p rbengkelan; 

d . Melaksanakan pen g n da lian dan pen gawasan pem eliharaan, perbaikan, 
pengendalianj operasiona l perben gkelan dan pera latan; 

e. Melaksanakan pengen dalian kesekretariatan pada UPTD Peralatan dan 

Perbengkelan; 

f. Melaksanakan p enyusu nan u su lan ren cana anggaran pendapatan dan 
belanja UPTD Peralatan dan Perbengkelan ; 

g. Melaksanakan penyusunan u sulan rencana kebutuhan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana UPTD Perala ta n dan Perbengkelan; 

h . Melaksanakan pengendalian dan pengawasanpengelolaan keuangan, 

kepegawaian dan perlengkapan serta aset UPTD Peralatan dan 

Perbengkelan; 
1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengaturan, penggunaan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Peralatan dan 
Perbengkelan; 

J. Melaksanakan pembinaan personildi lingkungan UPTD Peralatan dan 

Perbengkelan; 
k. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelayanan informasi 

peralatan dan perbengkelan kepada masyarakat pengguna; 
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1. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan instansi, lembaga terkait dalam 
pelaksanaan tugas pengelolaan peralatan dan perbengkelan; 

m. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja sarna baik dengan Pemerintah 
maupun masyarakatj swasta dalam pelaksanaan operasional peralatan 
dan perbengkelan; 

n. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemungutan biaya sewa 
penggunaan peralatan maupun perlengkapan; 

o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 
UPTD Peralatan dan Perbengkelan; dan 

p. Melaksana kan tugas kedinasan lainnya. 

Bagian Kedua 
Subbagian Tata U saha 

Pasal 10 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) h uruf b 
mem pu nyru. tugas pokok m elaksanakan pelayanan administratif, 
men goordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pen gelolaan 

kepegawaian, penyusuna n program dan penyusunan akuntansi dan laporan 

keuangan di lingkungan UPTD Perala tan dan Perbengkelan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Ta ta Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempunyai r incian tugas meliputi: 
a. Menyusun ren cana kerja UPTD Peralatan dan Perbengkelan; 
b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD 

Peralatan dan Perben gkelan; 

c. Melaksanakan pen gelolaan adm in istrasi kepegawaian UPTD Perala tan dan 
Perbengkelan; 

d. Melaksanakan pen gelolaa n a dm in istrasi keuangan UPTD Perala tan dan 
Perbengkelan; 

e. Melaksanakan pengelolaan a dministrasi u m u m dan keta talaksanaan 
UPTD Peralatan dan Perbengkelan; 

f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian 

UPTD Peralatan dan Perben gkelan; 
g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan 

kearsipan; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran 

pendapatan dan belanja UPTD Peralatan dan Perbengkelan; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana; 
J . Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan; 
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD 

Peralatan dan Perbengkelan; 
1. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; 

dan 
m . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara 
teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala. 

(2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Peralatan dan Perbengkelan baik teknis 
operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala UPTD. 

(3) Dalam m elaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana 
dan pejabat fungsional harus m enegakkan prinsip-prin sip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun 
h orizontal. 

(4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tu gasnya 
secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan. 

(5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Peralatan dan Perbengkelan harus 
men gikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepa la UPTD, wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 
menyampaikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Jenis dan tata cara penyampaian lap oran sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-un dangan. 

BAB VII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 12 

(1) Pada UPTD Perala tan an Perbengkelan dapat ditetapkan ja batan fungsional 
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan pera turan perundang­
undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Pembiayaan UPTDPeralatan dan Perbengkelan dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal14 

Pad a saat mulai berlakunya Peraturan Bupati Illl, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 



8 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 106 Tahun 2019 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan 
Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan 
Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 16 

Peraturan Bu pati ini mula i berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikm a laya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 4 Ok 0 er 202 1 

A, 

Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal 4 Oktober 20 2 1 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 75 



LAMPlRAN 
NOMOR 
TENTANG 

9 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

75 TAHUN 2021 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PERALATAN DAN PERBENGKELAN PADADINAS PEKERJAAN 
UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN PERBENGKELAN 
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT 

DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LlNGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA UPTD 

................. , I 

I 
SUBBAGIAN 
TATA U SAHA 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

J 


